


1) Yance Tenouye, SH,;

2) Yosef Elopore, SH;

3) Yustian Dewi Widiastuti SH

4) Henius Asso, SH;

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, 

yang beralamat di JI. Papua Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik 

Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan KH. Wahid 

Hasyim No. 27 Nomor 27 Jakarta.Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- PEMOHON.

terhadap 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudukan di Dekai 

Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan 

Selan j utny a d iseb ut sebaga i ------------------------------------------------ TE RMO HON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan 

Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, 

tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.57 WIT: 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai

dibentuknya badan peradilan khusus;

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo

Tahun 2024;
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c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Yahukimo Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 575

Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 tanggal 22

September 2024;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 576

Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23

September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo

Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;

Ill. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)

PMK 3/202024, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo

Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6

Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
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c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang­

undangan.

W. POKOKPERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan

prosentase) 

a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 6

ayat ( 1) PMK 1 /2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Gubernur dan

Wakil Gubernur/ Galon Bupati dan Wakil Bupati/Galon Walikota dan

Wakil Walikotaoleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan

ketentuan sebagai berikut.

Untuk pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati, serta Galon Walikota dan 

Wakil Walikota 

Perbedaan Perolehan Suara 

No. Jumlah Penduduk 
berdasarkan Penetapan Perolehan 
Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KI P 

Kabupaten/Kota 

1. s; 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

b. Bahwa Pemohonsebagai pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Yahukimo dengan jumlah penduduk 326.210 jiwa.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan

suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%.

c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 141.635 suara, sedangkan

pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak
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